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Reksa Dana Syariah Cipta NUsantara Syariah Berimbang Cipta NUsantara Syariah Berimbang adalah 
Reksa Dana Syariah Campuran berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang 
Pasar Modal. 
 
Cipta NUsantara Syariah Berimbang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal dalam jangka 
panjang melalui diversifikasi investasi dana pada Efek Syariah bersifat ektuitas, Efek Syariah berpendapatan tetap serta 
instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 
dan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta menggalang dukungan finansial dari masyarakat untuk membantu pembiayaan 
kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan 
kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khaira Ummah.  

 
Cipta NUsantara Syariah Berimbang akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi minimum 1% (satu 
persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang 
telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang 
tercantum pada Daftar Efek Syariah; minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai 
Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan 
di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang tercantum pada Daftar Efek Syariah; dan minimum 0% (nol persen) dan 
maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Instrumen pasar uang syariah dalam negeri 
dan/atau deposito syariah; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.  

 
PENAWARAN UMUM 

PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Cipta 
NUsantara Syariah secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. 
 
Setiap Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal 
yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan 
Cipta NUsantara Syariah Berimbang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah 
Berimbang pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. 
 
Pemegang Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang dikenakan biaya pembelian (subscription fee) sebesar 
maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan dan biaya penjualan kembali (redemption fee) 
sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan untuk kepemilikan Unit 
Penyertaan  sampai dengan 6 (enam) bulan dan 0% (nol persen) untuk kepemilikan Unit Penyertaan di atas 6 (enam) bulan 
namun tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee). Uraian lengkap biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX 
tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa. 
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Plaza Asia Office Park Unit 2 
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Website : www.ciptadana.com 
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OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, 
TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG 
BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM 

 

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DARI OTORITAS PASAR 
MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN 

 

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA Cipta NUsantara Syariah 
Berimbang ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER 
INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN 
HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RESIKO UTAMA (BAB VIII) 

 
Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada 31 Maret 2017 
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BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  

-  
 
Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan 
kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, 
sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan. 

 
 

UNTUK DIPERHATIKAN  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PT Ciptadana Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang 
berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil 
kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal 
balik (reciprocal) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak 
terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun 
perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, 
termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang 
wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang. 
 
Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan 
kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk 
memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang 
diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 
 
 
 
 
 

 
 
Cipta NUsantara Syariah Berimbang tidak termasuk produk investasi dengan 
penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang, 
calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan 
memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan 
dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, 
maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan 
untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten 
sehubungan dengan investasi dalam Cipta NUsantara Syariah Berimbang. Calon 
Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan 
Pemegang Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang akan menanggung 
risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang yang 
dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila 
dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari 
pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, 
maupun aspek lain yang relevan. 
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BAB I 

ISTILAH DAN DEFINISI 
1.1. AFILIASI 

Afiliasi adalah: 
a.  Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal 

maupun vertikal;  

b. Hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;  
c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan 

Komisaris yang sama;  
d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, 

mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; 
e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh 

pihak yang sama; atau  
f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. 

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA 

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak 
kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas 
Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Reksa Dana, 
 beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. 

 
1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL  

 
Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai penasihat dan 
atau pengawas pelaksanaan penerapan aspek syariah dalam kegiatan usaha perusahaan termasuk 
memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk dan jasa di Pasar Modal, sebagaimana 
dimaksud dalam POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal. 
 

1.4. BANK KUSTODIAN 

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan 
usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang 
dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang 
berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan 
transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian 
adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

1.5.   

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari- hari 
kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal 

Undang-Undang Pasar Modal .  

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan 
kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, 
sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada 
kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas 
Jasa Keuangan. 

1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN 

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan 
kepada Pemegang Unit Penyertaan.  

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio 
investasi kolektif. 

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa 
Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat 
Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dalam bentuk dokumen fisik atau dokumen elektronik  yang berisi 
jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai 
bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana. 
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1.6. DAFTAR EFEK SYARIAH 

Daftar Efek Syariah adalah daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan 
di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat 
daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana 
Syariah yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah. 

1.7. DEWAN PENGAWAS SYARIAH PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT ATAU DPS PT CIPTADANA ASSET 
MANAGEMENT  

Dewan Pengawas Syariah PT Ciptadana Asset Management atau DPS PT Ciptadana Asset Management adalah 
dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, 
yang ditunjuk oleh Direksi PT Ciptadana Asset Management, untuk memberikan pernyataan kesesuaian 
syariah atas penerbitan Cipta NUsantara Syariah Berimbang, memberikan nasihat dan saran, serta 
bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan Cipta NUsantara Syariah Berimbang terhadap pemenuhan 
Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.  

1.8. DSN-MUI 

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

1.9. EFEK 

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda 
bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari 
Efek. 

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK 
Nomor KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana berbentuk 

Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas: 

a. Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di 
dalam maupun di luar negeri; 

b. Efek Bersifat Utang seperti surat berharga komersial (commercial paper) yang sudah mendapat 
peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek Bersifat Utang 
yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu 
anggotanya; 

c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari 
perusahaan pemeringkat Efek; 

d. Instrumen Pasar Uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, 
meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Utang, dan 
Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau 

e. Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah 
diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek. 

1.10. EFEK YANG DAPAT DIBELI 

Efek Yang Dapat Dibeli adalah Efek sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Syariah. Sesuai 
POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Reksa Dana Syariah hanya dapat diinvestasikan pada: 

(i) Saham yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di 
Indonesia serta dimuat dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan 
sebagaimana dimaksud daam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang 
mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah; 

(ii) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah dan Waran Syariah yang ditawarkan melalui 
Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia; 

(iii) Sukuk yang ditawarkan di Indonesia melalui Penawaran Umum; 

(iv) Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah 
yang diterbitkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; 

(v) Sukuk yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek luar 
negeri, yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah yang ditetapkan oleh Pihak Penerbit Daftar Efek 
Syariah; 
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(vi) Efek Beragun Aset Syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan 
Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari  Otoritas Jasa Keuangan; 

(vii) surat berharga komersial syariah dalam negeri yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan 
Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan; 

(viii) Efek Syariah yang memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal yang diterbitkan oleh lembaga 
internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya; dan/atau 

(ix) Instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) 
tahun, baik dalam denominasi rupiah maupun denominasi mata uang lainnya. 

1.11. EFEK SYARIAH 

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam  Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan 
pelaksanaannya yang (i) akad, cara dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi yang menjadi landasan 
akad, cara dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitannya, tidak 
bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 

1.12. EFEK SYARIAH BERPENDAPATAN TETAP 

Efek Syariah Berpendapatan Tetap adalah Efek Syariah yang memberikan pendapatan tetap yang jatuh 
temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek Syariah berpendapatan tetap yang dapat dikonversi. 

1.13. EFEK SYARIAH LUAR NEGERI 

Efek Syariah Luar Negeri adalah Efek Syariah yang diterbitkan, ditawarkan, dicatatkan, dan/atau 
diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri dan informasinya wajib dapat diakses dari Indonesia melalui media 
massa atau fasilitas internet. 

1.14. EFEKTIF 

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka 
Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang 
Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5 tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka 
Penawaran Umum Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, yang merupakan Lampiran Keputusan 
Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007  LK 

Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK. 

1.15. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING 

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi untuk diisi secara 
lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang yang pertama kali (pembelian awal).  

1.16. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN 

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi 
dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang kemudian diisi secara 
lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau 
melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan 
Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi 
atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan 
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi 
elektronik. 

1.17. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN 

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan 
dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi 
secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau 
melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan 
kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau 
melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)dengan memperhatikan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. 
 

1.18. FORMULIR PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN 

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai 
oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam Cipta NUsantara Syariah 
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Berimbang ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer 
Investasi pada Bank Kustodian yang sama, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh 
Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh 
Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik 
yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer 
Investasi (jika ada)dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai 
informasi dan transaksi elektronik. 
 

1.19. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA 

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan 
disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang 
diperlukan dalam rangka penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang berisikan data dan informasi mengenai 
profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang sebelum melakukan 
pembelian Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang yang pertama kali di Manajer Investasi atau 
melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada. 

1.20. HARI BURSA 

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin 
sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari 
libur oleh Bursa Efek Indonesia.  

1.21. HARI KERJA 

 Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 

1.22. HASIL INVESTASI 

 Hasil Investasi adalah hasil/dana yang diperoleh dari pengelolaan portofolio Cipta NUsantara Syariah 
Berimbang yang dapat dibagikan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.  

1.23. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN 

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-
ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana 
diatur dalam POJK tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 
14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014, Tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi 
Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin 
ada dikemudian hari. 
 

1.24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF 

 Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat 
Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi 
kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. 

1.25. LAPORAN BULANAN 

Laporan Bulanan adalah laporan yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada 
Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit 
Penyertaan melalui jasa kurir/jasa pengiriman lainnya dan/atau dokumen elektronik setelah ada kesepakatan 
tertulis antara Bank Kustodian dan Manajer Investasi yang dikirimkan ke alamat email Pemegang Unit 
Penyertaan yang didaftarkan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan 
Cipta NUsantara Syariah Berimbang untuk transaksi Unit Penyertan dengan Sistem Elektronik,  selambat-
lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut, yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, 
judul akun, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan 
pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit 
Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), 
(f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau 
penjualan kembali dan/atau pengalihan) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan 
pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan 
kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan 
akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) 
tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan 
pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang 
Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika 
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ada) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran 
Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana 

. 

1.26. MANAJER INVESTASI 

 Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya 
atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi 
adalah PT CIPTADANA ASSET MANAGEMENT. 

1.27. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)  

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana 
sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek dalam Portofolio Reksa 
Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 
2012  
Surat Edaran Ketua Dewan Komisioner OJK. 

1.28. NASABAH 
 

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam rangka 
kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening Efek 
sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Dalam Prospektus ini istilah 
Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan. 
 

1.29.  NAHDLATUL ULAMA  

Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan Islam yang melakukan kegiatan dalam bidang 
keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak 
guna terwujudnya Khaira Ummah. 

1.30. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB) 

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh 
kewajibannya. 

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa. 

1.31. NILAI PASAR WAJAR  

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang 
bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Namun, nilai pasar wajar dapat berbeda dengan harga pasar 
apabila transaksi atas Efek tersebut tidak aktif atau tidak ditransaksikan dalam kurun waktu tertentu. 

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan 
Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2. 

1.32. OTORITAS  

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, 
tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang OJK. 

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan 
kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan 
kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada 
Otoritas Jasa Keuangan. 

1.33. PENAWARAN UMUM 

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang yang 
dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara 
yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi 
Kolektif.  
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1.34.  PENGARAH SYARIAH 

Pengarah Syariah adalah pihak yang ditunjuk oleh Direksi PT Ciptadana Asset Management untuk  
memberikan arahan kepada Cipta NUsantara Syariah Berimbang terkait  pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar 
Modal 

1.35. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL 

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha 
sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang 
menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Kontrak ini istilah Penyedia Jasa Keuangan sesuai konteksnya berarti 
Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer 
Investasi (jika ada). 

1.36. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)  

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian 
berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada Hari Bursa berikutnya 

1.37. PERNYATAAN PENDAFTARAN 

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam 
rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-
undang Pasar Modal dan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.C.5. 

1.38. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL  

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2015 
tanggal 3 November 2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-
perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. 

1.39. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 
tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan 
perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. 

 
1.40. POJK TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH  

 POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22/POJK.04/2014 
tanggal 18 November 2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar 
Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian 
hari. 

1.41. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH 

POJK Tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
Nomor 19/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah 
beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari. 

1.42. POKOK INVESTASI 

Pokok Investasi adalah jumlah dana yang diinvestasikan oleh Pemegang Unit Penyertaan dengan membeli Unit 
Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang. 

1.43. PORTOFOLIO EFEK 

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang. 

1.44. PRINSIP MENGENAL NASABAH 

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal 
untuk: 

a. Mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah; 
b. Memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah; dan 
c. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai,  

sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Prinsip Mengenal Nasabah. 
 



9 

 

 
 

1.45. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL 
 

Prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di Pasar Modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam 
kegiatan syrariah di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN-MUI, sebagaimana dimaksud dalam POJK 
No. 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 
 

 
1.46. PROSPEKTUS  

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran 
Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, 
kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai 
Prospektus.  

1.47. REKSA DANA 

 Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk 
selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, 
Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk 
hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif. 

1.48. REKENING DANA SOSIAL 

 Rekening Dana Sosial adalah rekening pembukuan terkait penyimpanan dana hasil pembersihan kekayaan 
Cipta NUsantara Syariah Berimbang dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar 
Modal sebagaimana dimaksud dalam Bab V butir 5.4 Prospektus ini yang akan digunakan untuk keperluan 
sosial berdasarkan kebijakan Manajer Investasi dengan petunjuk dan persetujuan DPS PT Ciptadana Asset 
Management. 

1.49. Reksa Dana Cipta NUsantara Syariah Berimbang 

REKSA DANA Cipta NUsantara Syariah Berimbang adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam Akta 
No. 49 tanggal 21 Maret 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta. 

1.50. SURAT EDARAN OJK (SEOJK) TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN 

SE OJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan 
adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang 
Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta 
penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari. 
 

1.51. SISTEM ELEKTRONIK 

Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk 
oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat digunakan untuk:  

a) penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening;  
b) pembelian Unit Penyertaan (Subscription);  
c) penjualan kembali Unit Penyertaan (Redemption), dan  
d) pengalihan investasi (Switching) 

 oleh Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik.  
 
Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik tersebut dan kesesuaiannya terhadap 
peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain 
memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen 
elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan 
melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon 
Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer 
Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).  

 

1.52. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN 

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah 
pembelian dan/atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari 
Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit 
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Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam Cipta NUsantara Syariah Berimbang. Surat 
Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dapat dikirimkan dalam bentuk 
dokumen fisik yang dikirimkan ke alamat Pemegang Unit Penyertaan melalui jasa kurir/jasa pengiriman 
lainnya atau dalam bentuk dokumen elektronik yang dikirimkan ke alamat email Pemegang Unit Penyertaan 
yang didaftarkan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang untuk transaksi Unit Penyertan dengan Sistem Elektronik, dalam waktu paling 
lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:  

 (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang dari Pemegang Unit Penyertaan 
telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang 
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran telah diterima dengan baik oleh Bank 
Kustodian (in good fund and in complete application) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit 
Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini;  

(ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang dari Pemegang Unit 
Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi 
atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan 
pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan 

(iii) aplikasi pengalihan investasi dalam Cipta NUsantara Syariah Berimbang dari Pemegang Unit 
Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi 
atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan 
pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini. 

1.53. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL 

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar 
Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya. 

 
1.54. WAKALAH 

 
Wakalah adalah perjanjian (akad) dimana Pihak yang memberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada 
Pihak yang menerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IX.A.14, yang merupakan Lampiran dari Keputusan Ketua 
BAPEPAM dan LK Nomor Kep-430/BL/2012 tanggal 1 Agustus 2012 tentang Akad-akad Yang Digunakan 
Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal. 
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BAB II 

KETERANGAN MENGENAI Cipta NUsantara Syariah Berimbang 
 

2.1. PENDIRIAN Cipta NUsantara Syariah Berimbang 

Cipta NUsantara Syariah Berimbang adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana 
termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Cipta NUsantara Syariah Berimbang Nomor No. 
49 tanggal 21 Maret 2016, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut 

Cipta NUsantara Syariah Berimbang
sebagai Manajer Investasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian.  

Cipta NUsantara Syariah Berimbang telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat 
No. S-226/D.04/2016 tanggal 04 Mei 2016. 

2.2. AKAD WAKALAH 

Sesuai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001, perjanjian (akad) antara Manajer 
Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad 
yang dilakukan secara Wakalah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer 
Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan 
yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan prospektus Reksa Dana. 

Manajer Investasi dan Bank Kustodian (wakiliin ) bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan 
(muwakkil) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank 
Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. 

2.2. PENAWARAN UMUM 

PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit 
Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 
(satu miliar ) Unit Penyertaan. 

Setiap Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai 
Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga 
pembelian setiap Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva 
Bersih Cipta NUsantara Syariah Berimbang pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.  

2.3. KETENTUAN SELISIH LEBIH/KURANG PENDAPATAN BAGI HASIL 

Dalam hal terdapat kelebihan atau kekurangan pendapatan bagi hasil yang disebabkan oleh selisih lebih atau 
selisih kurang atas pendapatan bagi hasil yang sesungguhnya dengan perhitungan bagi hasil yang 
menggunakan indikasi dalam penilaian portofolio efek Cipta NUsantara Syariah Berimbang , maka selisih lebih 
maupun selisih kurang pendapatan bagi hasil tersebut akan dibukukan ke dalam Cipta NUsantara Syariah 

Berimbang kecuali apabila ditentukan lain oleh DSN-MUI. 

2.4.  PILIHAN INVESTASI UNTUK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 

Pada prinsipnya, investasi pada Cipta NUsantara Syariah Berimbang adalah sama dengan investasi pada 
Reksa Dana lainnya dimana Manajer Investasi akan mengelola dana Pemegang Unit Penyertaan untuk 
memperoleh hasil investasi yang optimal.  

Selain merupakan alternatif sarana investasi bagi Nasabah umum, Cipta NUsantara Syariah Berimbang juga 
memberikan kesempatan bagi para Nasabah apabila ada yang ingin berpartisipasi menyumbangkan  
investasinya untuk membantu pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Endowment Fund Nahdlatul 
Ulama (NU)  

Nahdlatul Ulama adalah organisasi sosial keagamaan Islam yang melakukan kegiatan dalam bidang  
keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak 
guna terwujudnya Khaira Ummah. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, Nahdlatul Ulama perlu menjalin 
kerjasama dengan berbagai lembaga dan unsur masyarkat. Cipta Nusantara Syariah Berimbang diharapkan 
dapat berfungsi sebagai wadah bagi para donatur baik di dalam maupun di luar negeri untuk membentuk 
endowment fund yang nantinya akan digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Nahdlatul Ulama.  

Ada beberapa cara yang dapat dipilih oleh para Nasabah untuk dapat berinvestasi pada Cipta NUsantara 
Syariah Berimbang yaitu berupa:  

    Investasi Endowment  berupa investasi dengan kontribusi bagi Nahdlatul Ulama dalam hal ini Nasabah 
dapat menyumbangkan investasinya bagi Nahdlatul Ulama  melalui alternatif sebagai berikut:  

- Investasi Platinum  yaitu investasi yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama yang dananya diperoleh dari 
sumbangan para donatur melalui rekening Nahdlatul Ulama.  
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- Investasi Gold  yaitu Nasabah yang melakukan pembelian Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah 
Berimbang dan menyumbangkan seluruh Hasil Investasinya (Hasil Investasi yang dibagikan secara 
tunai oleh Manajer Investasi) kepada Nahdlatul Ulama, sedangkan Pokok Investasi dan Hasil Investasi 
yang tidak dibagikan secara tunai tetap merupakan milik Pemegang Unit Penyertaan yang 
bersangkutan. Seluruh dana Hasil Investasi yang dibagikan secara tunai akan disalurkan oleh Manajer 
Investasi kepada Nahdlatul Ulama sebagai penerima sumbangan.  

- Investasi Reguler  dimana Nasabah melakukan pembelian Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah 
Berimbang dan memperoleh Hasil Investasi dari kinerja Cipta NUsantara Syariah Berimbang serta 
berhak atas Pokok Investasinya, sama seperti berinvestasi pada reksa dana lainnya.  

Apabila Pemegang Unit Penyertaan berniat untuk mengganti pilihannya setelah melakukan pembelian 
Unit Penyertaan, maka Pemeganng Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali atas Unit 
Penyertaan yang dimilikinya untuk kemudian melakukan pembukaan rekening dengan pilihan baru dan 
melakukan pembelian Unit Penyertaan sesuai program investasi yang dikehendaki. 

2.5.  PENGELOLA REKSA DANA 

PT Ciptadana Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari 
Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. 

 
a. Komite Investasi 

 
Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan 
kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi.  

Komite Investasi terdiri dari: 

Ketua Komite  : Marsudi Syuhud  
Anggota  : Irvin Patmadiwiria 
Anggota  : Rianty Komarudin 
Anggota  : Arifadhi Soesilarto 
 
Pengalaman dari masing-masing Komite Investasi adalah sebagai berikut: 

 

 Marsudi Syuhud, Lulusan S3 dengan gelar Doktor program studi Islamic Economic & Finance 
di Universitas Trisaksi di Jakarta. Marsudi mempunyai banyak pengalaman dan aktif pada 
organisasi di bidang Ekonomi di antaranya saat ini menjabat sebagai Ketua Pengurus Besar 
Nahdlatul Ulama (PBNU), sebagai Ketua Economic Development Comission di MUI, sebagai 
anggota Comitee on the Development of Islamic Finance (KPJKS-OJK), sebagai supervisor 
DPP MES pusat dan juga banyak mengikuti konferensi internasional dibidang islamic finance 
sejak tahun 1996. 
 

 Irvin Patmadiwiria, adalah lulusan S2 program studi Finance & Investment di Universitas Bina 
Nusantara Jakarta di tahun 2006. Sebelum bergabung dengan PT Ciptadana Asset 
Management, Irvin mempunyai pengalaman sebagai Direktur di PT Batavia Prosperindo Aset 
Manajemen selama 3 (tiga) tahun; sebagai Associate Director di PT Corfina Capital selama 2 
(dua) tahun; sebagai Direktur di PT Lautandhana Investment Management selama 4 (empat) 
tahun, dan sebagai Direktur Utama di PT Lautandhana Investment Management selama 2 
(dua) tahun. Saat ini Irvin menjabat sebagai Direktur di PT Ciptadana Asset Management dan 
telah memperoleh izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi 
berdasarkan Surat Keputusan SK Dewan Komisioner OJK No. KEP-
1211/PM.211/PJ.WMI/2016, tanggal 21 November 2016.  

 

 Rianty Komarudin, adalah lulusan Saint Xavier University, Chicago Illinois USA dengan gelar 
MBA jurusan Financial Trading & Practice pada tahun 1999. Sebelum bergabung dengan PT. 
Ciptadana Asset Management, Paula mempunyai pengalaman di PT Manulife Aset Manajemen 
Indonesia sebagai Head of National Account selama 2 tahun dan sebagai Head of Fixed 
Income selama 7 tahun; sebelumnya pernah bekerja di ABN AMRO. Saat ini Paula menjabat 
sebagai Direktur Pemasaran PT. Ciptadana Asset Management dan telah memperoleh izin 
perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat 
Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-585/PM.211/PJ.WMI/2016, tanggal 17 November 
2016. 

 

 Arifadhi Soesilarto, lulus tahun 2000 dari STIE Perbanas jurusan Manajemen Keuangan. 
Sebelum bergabung dengan PT Ciptadana Asset Management tahun 2016 sebagai Direktur 
Arifadhi memiliki pengalaman selama 5 (lima) tahun sebagai Senior Manager Marketing & 
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Sales di PT Brent Asset Management dan selama 4 (empat) tahun sebagai Direktur di GAP 
Capital. Arifadhi telah memperoleh izin perorangan dari otoritas Pasar Modal  sebagai Wakil 
Manajer Investasi berdasarkan Dewan Komisioner OJK No. KEP-1001/PM.211/PJ.WMI/2016, 
tanggal 18 November 2016. 
 

 
b. Tim  Pengelola Investasi 

 
Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi 
investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi.  

 Tim Pengelola Investasi terdiri dari :   
 

Ketua Tim  : Tenno Tinodo 
Anggota : Andriyanto 
Anggota : Libria Sefita Dewi 
Anggota : Jacky Julius Tirta Gunawan 

 
Pengalaman dari masing-masing Tim Pengelola Investasi adalah sebagai berikut: 

 

 Tenno Tinodo, lulus di tahun 2002 dari Universitas Indonesia, Magister Manajemen  Financial 
Management. Sebelum bergabung dengan PT Ciptadana Asset Management, sebagai Head of 
Investment di tahun 2012, Tenno memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun sebagai Chief 
Investment Officer di OSK Nusadana Asset Management, dan selama 7 tahun sebagai Manajer 
Investasi dari beberapa asset management company, seperti: PT NISP Sekuritas, PT ABN AMRO 
Manajemen Investasi dan PT Nikko Securities Indonesia. Tenno telah memperoleh izin perorangan 
dari Otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan 
Komisioner OJK No. KEP-835/PM.211/PJ.WMI/2016, tanggal 18 November 2016. 
 

 Andriyanto, lulus di tahun 2011 dari Universitas Tarumanegara Jakarta, Sarjana Ekonomi - 
Manajemen. Sebelum bergabung dengan PT Ciptadana Asset Management sebagai Assisten Fund 
Manager di tahun 2012, Andriyanto memiliki pengalaman dari November 2011 sampai dengan Mei 
2012 di OSK Nusadana Securities sebagai Management Trainee. Andriyanto telah memperoleh izin 
perorangan dari Otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat 
Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-958/PM.211/PJ.WMI/2016, tanggal 18 November 2016. 

 

 Libria Sefita Dewi, lulus di tahun 2014 dari Sekolah Bisnis dan Manajemen ITB Jakarta, dengan 
gelar MBA jurusan Bisnis & Administrasi. Sebelum bergabung dengan PT Ciptadana Asset 
Management sebagai Fund Manager di tahun 2011, Libria Dewi memiliki pengalaman sejak tahun 
2008 sampai 2010 di PT Mega Capital Indonesia sebagai Riset Analis. Libria Dewi telah memperoleh 
izin perorangan dari Otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat 
Keputusan Dewan Komisioner OJK No. KEP-1199/PM.211/PJ.WMI/2016, tanggal 21 November 
2016. 
 

 Jacky Julius Tirta Gunawan lulus di tahun 2001 dari Ohio, US. Bachelor Of Science jurusan Finance. 
Saat ini Jacky menjabat sebagai Senior Fund Manager di PT Ciptadana Asset Management. Sebelum 
bergabung PT Ciptadana Asset Management, Jacky memiliki pengalaman sebagai Institution Sales 
di PT Ciptadana Securities selama 5 (lima) tahun. Jacky telah memperoleh izin perorangan dari 
Otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan 
Komisioner OJK No. KEP-714/PM.211/PJ.WMI/2016, tanggal 18 November 2016. 

 
 
2.6. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI 
 

Dalam mengelola Cipta NUsantara Syariah Berimbang, Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi 
diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah PT Ciptadana Asset Management. 
 
Dewan Pengawas Syariah PT Ciptadana Asset Management terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat 
rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor:  
U-155/DSN-MUI/III/2016, tertanggal 18 Maret 2016 dengan susunan sebagai berikut: 
 
Ketua    : , MA 
Anggota   : Kanny Hidaya Y., SE, MA 
 
Keterangan dari masing-masing anggota Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut: 
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 Dr. KH. , MA, Ketua Dewan Pengawas Syariah, adalah seorang ulama yang mengawali 
pendidikannya dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, kemudian beliau melanjutkan 
pendidikannya di Fakultas Ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun, Bogor tahun 1967. Menjabat sebagai 
anggota Dewan Pertimbangan Presiden sejak 10 April 2007 dan dilantik kembali untuk masa jabatan 
2010-2014. Pernah menjadi Penasehat Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 
(PBNU) dan dosen STAI Shalahuddin Al-
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Selain itu beliau juga menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan 
Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015-2020, menjadi Wakil Ketua Komite Ahli 
Pengembangan Bank Syariah Bank Indonesia dan Ketua Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional MUI 
(DSN-MUI). Dalam konteks jabatannya yang terakhir beliau menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah 
di berbagai bank dan asuransi Syariah diantaranya Bank Muamalat, Bank BNI Syariah, Bank Mega 
Syariah Indonesia, Asuransi BNI Life dan Asuransi Bringin Life; 
 

 Kanny Hidaya Y., SE, MA anggota Dewan Pengawas Syariah, adalah kandidat gelar Master Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta jurusan Islamic Economics; sebelumnya beliau memiliki gelar 
Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Fakulats Ekonomi Universitas Indonesia. Saat ini, beliau 
menjabat Wakil Sekretaris Badan Pelaksana Harian, Dewan Syariah Nasional  Majelis Ulama 
Indonesia. Selain menjabat sebagai anggota DPS dan konsultan pada beberapa institusi di bidang 
syariah, beliau pernah meniti karier di Danareksa Investment Management dan PT Sumarno Pabotinggi 
Management dan Business Consulting. 

 
2.7. PENGARAH SYARIAH MANAJER INVESTASI 

 
Disamping Dewan Pengawas Syariah, sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, 
Direksi PT Ciptadana Asset Management telah menunjuk Pengarah Syariah untuk memberikan arahan 
kepada Cipta NUsantara Syariah Berimbang terkait  pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 

 Pengarah Syariah yang telah ditunjuk adalah Prof. Dr. KH. Said Agil Siroj, MA. 
 

 Prof. Dr. KH. Said Agil Siroj, MA, anggota Dewan Pengawas Syariah, lulus S3 dari Universitas Umm 
Al-Qura dengan jurusan Aqidah/ Firasat Islam pada tahun 1994. Beliau pernah menjadi Tim Ahli Bahasa 
Indonesia dalam surat kabar harian Al-Nadwah Mekkah tahun 1991, menjadi Dosen di Institute 
Pendidikan Tinggi Imu Alquran tahun 1995-1997, menjadi dosen Pascasarja UIN Syarif Hidayatullah 
Jakarta tahun 1995 sampai sekarang, menjadi Penasehat Masyarakat Pariwisata Indonesia (MPI) sejak 
tahun 2001 sampai sekarang, menjadi UNU dosen Lulusan Universitas NU Solo sejak tahun 2003 
sampai sekarang dan saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 
sejak tahun 2010, selain itu saat ini beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Pengembangan Jasa 
Keuangan Syariah di OJK. 

 
2.8. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH DI BANK KUSTODIAN 
 

Penanggung jawab kegiatan di bidang keuangan syariah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai 
berikut: 
 
Head of Capital Market Services  : Tjandraningrum 
Head of Capital Market Operations : Sigit Winarno 
 
Tugas dan tanggung jawab utama penanggung jawab kegiatan di bidang keuangan syariah di Bank 
Kustodian mencakup, namun tidak terbatas kepada, memberikan masukan dan nasihat terkait produk 
syariah yang diadministrasikan oleh Bank Kustodian. Penanggung jawab kegiatan di bidang keuangan 
syariah di Bank Kustodian juga bertindak sebagai penanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Bank 
Kustodian yang memahami kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 
 
Pengalaman dari masing-masing penanggung jawab kegiatan di bidang keuangan syariah tersebut adalah 
sebagai berikut: 
 

 Tjandraningrum, lulus di tahun 1993 dari Jurusan Ekonomi Manajemen Universitas Muhammadiyah 
Malang. Tjandraningrum bergabung dengan Bank Mandiri sejak tahun 1996 (legacy Bank Bumi Daya) 
dan telah berpengalaman lebih dari 12 tahun dalam jasa perbankan sehubungan dengan layanan 
kepada industri pasar modal. Saat ini, Tjandraningrum menjabat sebagai Vice President - Department 
Head Capital Market Services, International Banking & Financial Institutions Group. Tjandraningrum 
telah menyelesaikan berbagai training dan sertifikasi diantaranya Sertifikasi Kompetensi Manajemen 
Risiko dan pelatihan terkait pasar modal termasuk Training Syariah Custody. 
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 Sigit Winarno lulus di tahun 1988 dari Jurusan Ekonomi Manajemen Universitas Jayabaya. Sigit Winarno 
mengawali karir di Bank Mandiri sejak tahun 1991 (legacy Bank Dagang Negara) sebagai Staf Seksi Sie 
Pasar Modal dan Penyertaan. Sejak tahun 2012, Sigit Winarno menjabat sebagai Vice President - 
Department Head Capital Market Operations, International Banking & Financial Institutions Group. Sigit 
Winarno telah menyelesaikan berbagai training dan sertifikasi diantaranya terkait Sertifikasi 
Kompetensi Manajemen Risiko, Training Syariah Custody dan Akunting Kustodi Syariah. Saat ini, Sigit 
Winarno juga menjabat sebagai wakil ketua Asosiasi Bank Kustodian Indonesia (ABKI) 
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BAB III 

MANAJER INVESTASI 
 
3.1. RIWAYAT SINGKAT MANAJER INVESTASI  

PT Ciptadana Asset Management pertama kali didirikan dengan nama PT Lippo Investment Management 
berdasarkan Akta No. 127 tanggal 18 September 1991 dan kemudian diubah dengan Akta No. 58 tanggal 5 
Desember 1991, keduanya dibuat dihadapan Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat 
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C2-1338 
HT.01.01.TH92 tanggal 12 Februari 1992 dan telah didaftarkan di register Kantor Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan dengan No. 321/Not/1992/PN.JKT.SEL dan No. 322/Not/1992/PN.JKT.SEL, keduanya tertanggal 4 
Maret 1992 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 33 tanggal 24 April 1992 
dan Tambahan No. 1838.  
 
Anggaran Dasar PT Ciptadana Asset Management telah diubah untuk disesuaikan dengan Undang-Undang 
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta No. 26 tanggal 8 Mei 
2008 dibuat di hadapan Myra Juwono, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-
31260.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-
0045619.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 9 Juni 2008. 
 
Anggaran Dasar PT Ciptadana Asset Management tersebut terakhir diubah dengan Akta No. 76 tanggal 30 
Januari 2012, dibuat dihadapan Sindian Osaputra, S.H., M.Kn, notaris di Jakarta, yang telah diterima dan 
dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-03641 tanggal 2 Februari 2012 dan telah didaftarkan 
dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009222.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 2 Februari 2012.  
 
PT Ciptadana Asset Management telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer 
Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-13/PM-MI/1992 tanggal 14 April 1992. 

 
Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi: 
Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Ciptadana Asset Management pada saat Prospektus ini 
diterbitkan adalah sebagai berikut: 

Direksi 
Direktur Utama  : Rianty Komarudin  
Direktur    : Irvin Patmadiwiria  
Direktur   : Arifadhi Soesilarto 

Dewan Komisaris 
Komisaris Utama  : Thong Thong Sennelius 
Komisaris   : Sharon Gracia Simampo 

3.2.  PENGALAMAN MANAJER INVESTASI 

PT Ciptadana Asset Management, merupakan perusahaan yang mengkhususkan diri di bidang Manajemen 
Investasi. Dalam menjalankan usahanya PT Ciptadana Asset Management telah berpengalaman di bidang 
pengelolaan investasi selama 25 (dua puluh lima) tahun dengan total dana kelolaan per akhir Desember 2016 
adalah Rp 3.065 triliun ( tiga koma nol enam lima triliun rupiah). 
Pengalaman dalam hal pengelolaan Reksa Dana adalah sebagai berikut: 

 Tanggal 09 Juli 1999 meluncurkan Reksa Dana saham, yaitu Reksa Dana Rencana Cerdas; 

 Tanggal 09 April 2002 meluncurkan Reksa Dana pendapatan tetap, yaitu Reksa Dana Lippo Dana 
Mantap;  

 Tanggal 08 Oktober 2003 meluncurkan Reksa Dana pendapatan tetap, yaitu Reksa Dana CAM DANA 
Mantap; 

 Tanggal 31 Oktober 2007 meluncurkan Reksa Dana campuran, yaitu Reksa Dana Cipta Balance  

 Tanggal 18 April 2008 meluncurkan Reksa Dana Syariah, yaitu Reksa Dana Cipta Syariah Equity dan 
Cipta Syariah Balance;  

 Tanggal 25 Februari 2009 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta 
Proteksi I; 

 Tanggal 14 September 2009 meluncurkan Reksa Dana Penyertaan terbatas, yaitu Reksa Dana Cipta 
Penyertaan Terbatas Strategi 1; 

 Tanggal 24 Mei 2010 meluncurkan Reksa Dana campuran, yaitu Reksa Dana Cipta Dinamika; 
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 Tanggal 9 Maret 2011 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta 
Proteksi II; 

 Tanggal 12 November 2012 meluncurkan DIRE, yaitu DIRE Ciptadana Properti Ritel Indonesia; 

 Tanggal 18 Juni 2014 meluncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap, yaitu Reksa Dana Cipta Bond; 

 Tanggal 11 Desember 2014 meluncurkan Reksa Dana saham, yaitu Reksa Dana Cipta Beta Equity; 

 Tanggal 03 Maret 2015 meluncurkan Reksa Dana saham, yaitu Reksa Dana Cipta Alpha Equity; 

 Tanggal 25 Mei 2015 meluncurkan Reksa Dana saham, yaitu Reksa Dana Cipta Prima; 

 Tanggal 08 Juni 2015 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta 
Proteksi III; 

 Tanggal 08 Juni 2015 meluncurkan Reksa Dana Pasar Uang, yaitu Reksa Dana Cipta Dana Cash; 

 Tanggal 05 November 2015 meluncurkan Reksa Dana Pasar Uang, yaitu Reksa Dana Cipta Dana 
Likuid. 

 Tanggal 18 Januari 2016 meluncurkan Reksa Dana Saham, yaitu Reksa Dana Cipta Gemilang Equity 

 Tanggal 29 Februari 2016 meluncurkan Reksa Dana Pasar Uang, yaitu Reksa Dana Cipta Cash GTWS 

 Tanggal 13 Juni meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi 
Dinamis I 

 Tanggal 17 Juni 2016 meluncurkan Reksa Dana Syariah, yaitu Reksa Dana Syariah Cipta Nusantara 
Syariah Berimbang 

 Tanggal 15 Agustus 2016 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta 
Proteksi Dinamis II 

 Tanggal 28 Oktober 2016 meluncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap, yaitu Reksa Dana Cipta 
Obligasi Optimal 

 Tanggal 30 November 2016 meluncurkan Reksa Dana Terproteksi, yaitu Reksa Dana Terproteksi Cipta 
Proteksi Dinamis III 

 Tanggal 07 Desember 2016 meluncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap, yaitu Reksa Dana Cipta 
Obligasi Rupiah 

 Tanggal 07 Desember 2016 meluncurkan Reksa Dana Pendapatan Tetap, yaitu Reksa Dana Cipta 
Obligasi Dollar 

 Tanggal 19 Desember 2016 meluncurkan Reksa Dana Saham, yaitu Reksa Dana Cipta Cemerlang 
Ekuitas 

 
3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI 

Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Lippo Securities, Tbk., merupakan pemegang saham 
mayoritas sejumlah 49,19% pada PT Ciptadana Capital, dimana PT Ciptadana Capital adalah pemegang saham 
sejumlah 99,999998% pada Manajer Investasi, namun Manajer Investasi tidak akan mengadakan transaksi 
dengan PT Lippo Securities, Tbk. sehubungan dengan kegiatan reksa dana yang dikelola oleh Manajer 
Investasi. 
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BAB IV 
BANK KUSTODIAN 

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN  
 

 
kustodian sejak tahun 1995 dengan surat izin operasi yang telah diperbaharui oleh Bapepam berdasarkan 
Surat Keputusan BAPEPAM nomor KEP.01/PM/Kstd/1999 tertanggal 4 Oktober 1999. 
 
Bank Mandiri memiliki jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan luar negeri. 
 
Sejak bulan Desember 2001 Bank Mandiri memperoleh sertifikat ISO 9001:2000 dari SGS International 
Certification Services untuk layanan Kustodian, Wali Amanat dan Depository Bank, sehingga Bank Mandiri 
memiliki komitmen untuk selalu memberikan kualitas dan mutu layanan yang baik kepada nasabah. 
Sertifikat telah di-upgrade ke versi ISO 9001:2008 pada bulan Oktober 2010.  

 

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN 
 
Dengan diperolehnya izin operasional sebagai Bank Kustodian, Bank Mandiri berperan aktif dalam 
memberikan jasa layanan di bidang kustodian dengan melayani nasabah yang terdiri dari Dana Pensiun, 
Asuransi, Bank, Perusahaan Sekuritas, Manajer Investasi, Yayasan, individu, dan Perseroan Terbatas 
lainnya, baik internasional maupun domestik, dengan total asset under custody sebesar Rp. 307 trilliun  (per 
tanggal 31 Desember 2015)   yang terdiri dari equity, fixed income, discounted securities (scrip maupun 
scripless) dan Reksa Dana.  
 
Untuk memenuhi kebutuhan investor dalam melakukan transaksi dan investasi dalam berbagai instrumen 
surat berharga, Kustodian Bank Mandiri memfasilitasinya dengan bertindak sebagai:  
a. Kustodian umum untuk melayani investor yang melakukan investasi pada pasar modal di Indonesia, 
b. Kustodian lokal untuk American Depositary Receipts (ADRs) dan Global Depositary Receipts (GDR) yang 

dibutuhkan oleh investor yang akan melakukan konversi saham perusahaan yang terdaftar di bursa 
Efek lokal dan luar negeri (dual listing), 

c. Sub Registry untuk penyelesaian transaksi obligasi negara (SUN) dan SBI, 
d. Sebagai direct participant dari Euroclear, 
e. Kustodian untuk administrasi Reksa Dana (mutual fund) dan discretionary fund yang diterbitkan dan 

dikelola oleh manajer investasi,  
f. Layanan Jasa Pinjam Meminjam Efek (Securities Lending & Borrowing) untuk memfasilitasi nasabah 

yang ingin meminjamkan Efek-nya kepada perusahaan sekuritas yang membutuhkan, melalui 
intermediasi PT KPEI. 

g. Jasa Kustodian untuk Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA). 
h. Jasa kustodian Reksa Dana Syariah,. 

 
Dengan dukungan sumber daya manusia yang professional dan berpengalaman, pengembangan core 
system custodian, dukungan unit kerja lainnya maupun jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, 
maka Bank Mandiri berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik sesuai standar yang ditetapkan dalam 
ISO 9001:2008. 
 

4.3.  PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN 
 

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Mandiri di Indonesia adalah PT Bank Syariah Mandiri, PT Mandiri 
Sekuritas,  PT AXA Mandiri Financial Services, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Kustodian 
Sentral Efek Indonesia, PT Mandiri Management Investasi, PT Koexim Mandiri Finance, Mandiri Axa General 
Insurance, PT Gelora Karya Jasatama Putera, PT Staco Jasapratama, PT Stacomitra Graha, PT Staco Estika 
Sedaya Finance, PT Caraka Mulia, PT Krida Upaya Tunggal, Asuransi Jiwa Inhealth, PT Bank Mandiri Taspen 
Pos, PT Mandiri Utama Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Capital Indonesia.   
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BAB V 

INFORMASI MENGENAI NAHDLATUL ULAMA 
 
NAHDLATUL ULAMA (NU) adalah organisasi sosial keagamaan Islam dengan jumlah pendukung lebih dari 80 juta 

pada tanggal 16 Rajab 1344 H, dan resmi berbadan hukum pertama kali pada tanggal 6 Februari 1930 sebagaimana 
tercatat dalam Besluit Rechtpersoon No. IX Tahun 1930, yang kemudian diperbaharui pada tahun 1989 berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehakiman RI No. C2-7028-HT.01.05.TH.89. 
 
Kelahiran Nahdlatul Ulama merupakan muara perjalanan panjang sejumlah ulama pesantren diawal abad ke-20 
yang berusaha mengorganisasikan diri dan berjuang demi melestarikan budaya keagamaan kaum muslim 
tradisional di Indonesia. Pergerakan Nahdlatul Ulama dimotori oleh semangat untuk selalu bangkit menuju 
kemaslahatan bersama dalam proses beragama dan berbangsa. Semangat memperjuangkan Islam dilakukan 
bersama dengan memperjuangkan bangsa dan kemanusiaan. 
 
Kini Nahdlatul Ulama menjadi wadah bagi warga Nahdiyin untuk menegakkan dakwah Islam Ahlusunnah wal 

egara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk 
menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia dalam 
bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
 
Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi : 

1. Kegiatan dalam bidang kegamaan 

Kegiatan dalam bidang keagaaman dilaksanakan dengan tujuan melaksanakan dakwah Islamiyah yang 

 

2. Kegiatan dalam bidang Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan 

Kegiatan dalam bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai 

dengan nilai-nilai Islam untuk membina umat agar menjadi muslim yang bertaqwa, berbudi luhur, 

berpengetahuan luas dan terampil serta berguna bagi agama, bangsa dan negara. 

3. Kegiatan dalam bidang Sosial 

Mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga 

serta pendampingan masyarakat yang terpinggirkan . 

4. Kegiatan dalam bidang ekonomi 

Mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang 

merata. Kegiatan dalam bidang ekonomi bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi dan 

pemerataan kesempatan berusaha  

5. Mengembangkan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang 

bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khairu Ummah. 

 
Struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama tersebar  di seluruh Indonesia dan 14 negara yang meliputi : 

1. Pengurus Besar      : 1 untuk tingkat pusat 

2. Pengurus wilayah     : 33 Wilayah 

3. Pengurus Cabang     : 480 cabang  

4. Cabang Istimewa     : 14 Cabang Istimewa 

5. Pengurus Wakl Cabang    : 4.630 Majelis Wakil Cabang 

6. Pengurus Ranting     : 47.125 Ranting 

 
Adapun susunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa tugas 2015  2020 adalah sebagai 
berikut : 
 

MUSTASYAR (Dewan Penasihat) 

 

- K.H. Maemun Zubair - DR. H. M. Jusuf Kalla 

- DR. K.H. Ahmad Mustofa Bisri - Prof. DR. Chotibul Umam 

- K.H. Nawawi Abdul Jalil - Prof. DR. Tengku H. Muslim Ibrahim 

- K.H. Abdul Muchit Muzadi  - K.H. Hasbullah Badawi 

- Prof. DR. K.H. M. Tholhah Hasan - K.H. Hasyim Wahid 

- K.H. Dimyati Rois - K.H. Thohir Syarqawi Pinrang 

- K.H. Makhtum Hannan - K.H. Hamdan Kholid 
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- K.H. Muhtadi Dimyathi - K.H. Saifuddin Amsir 

- AGH Sanusi Baco - K.H. Zubair Muntashor 

- TGH Turmudzi Badruddin (NTB) - K.H. Ahmad Basyir 

- K.H. Zaenuddin Djazuli - K.H. Ahmad Shodiq 

- K.H. Abdurrahman Musthafa (NTT) - K.H. Mahfud Ridwan 

- K.H. M. Anwar Manshur  - Prof. DR. K.H. Nasaruddin Umar, MA 

- K.H. Habib Luthfi bin Yahya - Prof. DR. H. Machasin, MA 

-  - K.H. Adib Rofiuddin Izza 

- K.H. Ahmad Syatibi - Habib Zein bin Smith 

- K.H. Syukri Unus - DR. Ir. H. Awang Faroeq Ishaq 
 
PENGURUS HARIAN SYURIYAH 

 
Rais Aam    

Wakil Rais Aam  : K.H. Miftahul Akhyar 

 

- Rais : K.H. Mas Subadar - Rais : K.H. Subhan Makmun 

- Rais : K.H. Nurul Huda Djazuli - Rais : K.H. M. Mustofa Aqil Siroj 

-  - Rais : K.  

- Rais : K.H. Ahmad Ishomuddin, M.Ag. - Rais : K.H. Idris Hamid 

- Rais : K.H. AR Ibnu Ubaidillah Syatori - Rais : K.H. Akhmad Said Asrori 

- Rais : K.H. Dimyati Romli - Rais : K.H. Abdul Hakim 

- Rais : K.H. Abdullah Kafabihi Mahrus - Rais : DR. K.H. Zakki Mubarok 

- Rais : K.H. Khalilurrahman - Rais : Prof. DR. Maskuri Abdillah 

- Rais : K.H. Syarifudin Abdul Ghani - Rais : K.H. Najib Abdul Qadir 

- Rais : K.H. Ali Akbar Marbun  

 

Katib Aam : K.H. Yahya Cholil Staquf  

- Katib  : K.H. Mujib Qulyubi - Katib  : K.H. Lukman Hakim Haris 

- Katib  : Drs. K.H. Shalahuddin al-Ayyubi, M.Si  - Katib  : K.H. Taufiqurrahman Yasin 

- Katib  : DR. K.H. Abdul Ghafur Maemun - Katib  : K.H. Abdussalam Shohib 

- Katib  : K.H. Zulfa Mustahafa - Katib  : K.H. Zamzami Amin 

- Katib  : DR. H. Asrorun Niam Shaleh -  

- Katib  : K.H. Acep Adang Ruchiyat  

 

 

 

- K.H. Abun Bunyamin Ruchiat - K.H. Ahmad Bagja 

- Drs. K.H. Cholid Mawardi - KH. Muadz Thohir 

- K.H. TK Bagindo M Letter - K.H. Maimun Ali  

- Prof. DR. H. M. Ridlwan Lubis  - H. Imam Mudzakir 

- K.H. Mukhtar Royani - H. Ahmad Ridlwan 

- K.H. Abdullah Syarwani, S.H. - Drs. H. Taher Hasan 

- K.H. Eep Nuruddin, M.Pdi. - Dra. Hj. Sinta Nuriyah, M.Hum 

- Drs. K.H. Nuruddin Abdurrahman, S.H. - Dra. Hj. Mahfudhoh Ali Ubaid 

- K.H. Ulinnuha Arwani - Ny. Hj. Nafisah Sahal Mahfudh 

- K.H. Abdul Aziz Khayr Afandi - Prof. DR. Hj. Chuzaimah T. Yanggo 

- H. Fauzi Nur  - DR. Hj. Faizah Ali Sibromalisi, M.A. 

- DR. K.H. Hilmi Muhammadiyah, M.Si - Prof. DR. Hj. Ibtisyaroh, S.H., M.M. 

- K.H. Maulana Kamal Yusuf - DR. Hj. Sri Mulyati 
 

PENGURUS HARIAN TANFIDZIYAH 

 

Ketua Umum   : Prof. DR. K.H. Said Aqil Siroj, M.A. 

Wakil Ketua Umum  : Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. 

 

- Ketua : Drs. H. Saifullah Yusuf  - Ketua : DR. H. Hanief Saha Ghafur 

- Ketua : DR. H. Marsudi Syuhud - Ketua : K.H. Abdul Manan Ghani 

- Ketua : Prof. DR. M. Nuh, DEA - Ketua : K.H. Aizzuddin Abdurrahman, S.H. 
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- Ketua : Drs. K.H. Abbas Muin, Lc - Ketua : H. Nusron Wahid, S.E., M.SE 

- Ketua : Drs. H. M. Imam Aziz - Ketua : DR. H. Eman Suryaman 

- Ketua : Drs. H. Farid Wajdi, M.Pd - Ketua : Robikin Emhas, SH, M.H 

- Ketua : DR. H. Muh. Salim Al-Jufri, M.Sos.I - Ketua : Ir. H. M. Iqbal Sullam 

- Ketua : K.H. Hasib Wahab  - Ketua : Prof. DR. Ir. Mochammad Maksum                           

- Ketua : H. M. Sulton Fatoni, M.Si. Machfoedz, M.Sc. 

 

Sekretaris Jenderal  : DR (HC). Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini 

- Wa SekJen : H. Andi Najmi Fuaidi - Wa SekJen : Ir. Suwadi D. Pranoto 

- Wa SekJen : dr. H. Syahrizal Syarif, MPH., Ph.D - Wa SekJen : H. Ulil A. Hadrawi, M.Hum 

- Wa SekJen : Drs. H. Masduki Baidlowi - Wa SekJen : H. Muhammad Said Aqil 

- Wa SekJen  - Wa SekJen : Sultonul Huda, M.Si. 

- Wa SekJen : Ishfah Abidal Aziz, SH - Wa SekJen : DR. Aqil Irham 

- Wa SekJen : H. Imam Pituduh, SH., MH. - Wa SekJen : Heri Haryanto 
 

Bendahara Umum : DR.Ing H. Bina Suhendra 

- Wakil Bendahara : H. Abidin 

- Wakil Bendahara : H. Bayu Priawan Joko Sutono, S.E., M.BM 

- Wakil Bendahara : H. Raja Sapta Ervian, SH., M.Hum.  

- Wakil Bendahara : H. Nurhin 

- Wakil Bendahara : H. Hafidz Taftazani 

- Wakil Bendahara : Umarsyah HS 

- Wakil Bendahara : N.M. Dipo Nusantara Pua Upa 
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BAB VI 

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, 
DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI 

 

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak 
Investasi Kolektif Cipta NUsantara Syariah Berimbang, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan 
Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi Cipta NUsantara Syariah Berimbang adalah sebagai berikut : 

6.1.  TUJUAN INVESTASI 

Cipta NUsantara Syariah Berimbang bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang 
optimal dalam jangka panjang melalui diversifikasi investasi dana pada Efek Syariah bersifat ektuitas, 
Efek Syariah berpendapatan tetap serta instrumen pasar uang syariah dan/atau deposito syariah sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Prinsip Syariah di Pasar Modal serta 
menggalang dukungan finansial dari masyarakat untuk membantu pembiayaan kegiatan-kegiatan yang 
diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi dan 
kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Khaira Ummah. 

 

6.2.  KEBIJAKAN INVESTASI 

Cipta NUsantara Syariah Berimbang akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi 
yaitu: 

 minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih 
pada Efek Syariah bersifat ekuitas yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau 
diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang tercantum pada Daftar Efek 
Syariah; 

 minium 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih 
pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau 
diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang tercantum pada Daftar Efek 
Syariah; dan 

 minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih 
pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah;  

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 
 
Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah, dana kelolaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang  
hanya akan diinvestasikan pada Efek Yang Dapat Dibeli 
 
Dalam berinvestasi pada Efek Syariah Luar Negeri, Cipta NUsantara Syariah Berimbang akan tetap 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum negara yang 
mendasari penerbitan Efek Syariah Luar Negeri tersebut.  
 
Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut diatas dengan Peraturan OJK 
yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK serta memastikan kebijakan investasi 
tersebut di atas tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 
 
Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang pada kas hanya 
dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi 
Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Cipta NUsantara Syariah 
Berimbang. 
 
Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling 
lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif 
atas Cipta NUsantara Syariah Berimbang dari OJK. 

6.3.  PEMBATASAN INVESTASI 

Sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.1 dalam melaksanakan pengelolaan Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan 
Cipta NUsantara Syariah Berimbang: 

(i) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat 
diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet; 
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(ii) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan 
hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari 
modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva 
Bersih Cipta NUsantara Syariah Berimbang pada setiap saat;  

(iii) memiliki Efek bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya 
pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan 
dimaksud;  

(iv) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva 
Bersih Cipta NUsantara Syariah Berimbang pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat 
berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi: 

a. Sertifikat Bank Indonesia;  
b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau  
c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik 

Indonesia menjadi salah satu anggotanya; 

(v) melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar 
negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli; 

(vi) memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak 
lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Cipta NUsantara Syariah Berimbang; 

(vii)  memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau  tidak dicatatkan pada 
 Bursa Efek di Indonesia, kecuali: 

a. Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek ; 
b. Efek pasar uang, yaitu Efek Bersifat Utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan 
c. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional 

dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya; 

(viii) memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer 
Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Cipta NUsantara Syariah 
Berimbang, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal 
pemerintah ;  

(ix) memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari 
Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi 
dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan ; 

(x) terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali atau perdagangan Efek; 

(xi) terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale); 

(xii) terlibat dalam Transaksi Margin; 

(xiii) melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit; 

(xiv) terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan 
penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai 
portofolio Cipta NUsantara Syariah Berimbang pada saat pembelian; 

(xv) membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika: 

a. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum 
dengan Manajer Investasi; atau 

b. Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari 
Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau 
penyertaan modal Pemerintah; 

(xvi) terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; 
dan membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika: 

a. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama ; 

b. Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali 
hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah ; 
dan/atau 

c. Manajer Investasi Cipta NUsantara Syariah Berimbang terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek 
Beragun Aset, kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan 
modal Pemerintah. 

 Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat 
yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya 
kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK) berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.  
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 Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku sesuai dengan kebijakan investasinya, 
Cipta NUsantara Syariah Berimbang tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri. 

6.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN Cipta NUsantara Syariah Berimbang DARI UNSUR-UNSUR 
YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL  

6.4.1. Bilamana dalam portofolio Cipta NUsantara Syariah Berimbang terdapat Efek atau instrumen pasar 
uang selain Efek Yang Dapat Dibeli yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan 
Bank Kustodian, maka: 

1) Manajer Investasi wajib menjual secepat mungkin dan diselesaikan paling lambat 10 
(sepuluh) hari kerja sejak: 

a) saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah, dengan ketentuan selisih 
lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar pada saat masih tercantum dalam Daftar 
Efek Syariah dapat diperhitungkan dalam  Nilai Aktiva Bersih (NAB) Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang; dan/atau  

b) Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip syariah 
di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih harga jual dari Nilai Pasar Wajar 
pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal,  dapat diperhitungkan 
dalam Nilai Aktiva Bersih (NAB) Cipta NUsantara Syariah Berimbang. 

2) Bank Kustodian wajib menyampaikan kepada OJK serta pemegang Unit Penyertaan, 
informasi tentang perolehan selisih lebih penjualan Efek sebagaimana dimaksud di atas 
paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setiap bulan (jika ada). 

3) Dalam hal hari ke-12 (kedua belas) jatuh pada hari libur, informasi sebagaimana dimaksud 
di atas wajib disampaikan paling lambat pada 1 (satu) kerja berikutnya. 

6.4.2. Perhitungan besarnya selisih lebih harga jual Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang 
Dapat Dibeli dalam portofolio Cipta NUsantara Syariah Berimbang dilakukan oleh Bank Kustodian 
dan akan dilaporkan oleh Bank Kustodian kepada Manajer Investasi. Atas instruksi Manajer 
Investasi selisih lebih harga jual Efek dan/atau instrumen pasar uang tersebut akan dipisahkan dari 
perhitungan Nilai Aktiva Bersih dan dapat dibukukan ke dalam Rekening Dana Sosial untuk 
selanjutnya akan digunakan untuk keperluan sosial, berdasarkan kebijakan Manajer Investasi, 
dengan arahan Dewan Pengawas Syariah PT Ciptadana Asset Management. 

6.4.3. Dalam hal terdapat selisih kurang dari hasil penjualan saham dan/atau Efek atau instrumen pasar 
uang selain Efek Yang Dapat Dibeli dalam portofolio Cipta NUsantara Syariah Berimbang, maka 
selisih kurang tersebut akan diserap oleh Cipta NUsantara Syariah Berimbang dan diperhitungkan 
dalam perhitungan Nilai Aktiva Bersih Cipta NUsantara Syariah Berimbang. 

6.4.4. Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio 
Cipta NUsantara Syariah Berimbang terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek Yang 
Dapat Dibeli maka OJK dapat: 

1) melarang Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan Cipta NUsantara 
Syariah Berimbang baru;  

2) melarang Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengalihkan kekayaan Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang selain dalam rangka (i) pembersihan kekayaan Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang dari unsur-unsur yang bertentangan dengan Prinsip Syariah 
di Pasar Modal dan/atau (ii) membayar permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan 
Cipta NUsantara Syariah Berimbang;  

3) mewajibkan Manajer Investasi dan Bank Kustodian secara tanggung renteng untuk membeli 
portofolio yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan 
harga perolehan dalam waktu yang ditetapkan oleh OJK; dan/atau  

4)  mewajibkan Manajer Investasi atas nama Cipta NUsantara Syariah Berimbang menjual atau 
mengalihkan unsur kekayaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang dari unsur kekayaan 
yang bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dengan ketentuan selisih lebih 
harga jual dari Nilai Pasar Wajar terakhir pada saat masih memenuhi Prinsip Syariah di 
Pasar Modal dipisahkan dari perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah dan 
diperlakukan sebagai dana sosial; dan/atau 

5) mewajibkan Manajer Investasi untuk mengumumkan kepada publik larangan dan/atau 
kewajiban yang ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada butir 1), butir 2), dan butir 3) 
di atas, dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional 
atas  biaya Manajer Investasi dan Bank Kustodian paling lambat akhir hari kerja ke-2 
(kedua) setelah diterimanya surat OJK. 
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6.4.5. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak 
melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 6.4.4. di 
atas, maka OJK berwenang untuk: 

(i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau 

(ii) memerintahkan pembubaran Cipta NUsantara Syariah Berimbang. 

6.4.6. Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah 
sebagaimana dimaksud pada angka 6.4.5 di atas, Otoritas Jasa Keuangan berwenang 
membubarkan Cipta NUsantara Syariah Berimbang. 

6.5.  KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI 
 
 Setiap Hasil Investasi yang diperoleh Cipta NUsantara Syariah Berimbang dari dana yang diinvestasikan, akan 

dibukukan kembali ke dalam Cipta NUsantara Syariah Berimbang sehingga selanjutnya akan meningkatkan 
Nilai Aktiva Bersihnya. 

 
 Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi Cipta NUsantara Syariah Berimbang, Manajer 

Investasi dapat membagikan Hasil Investasi yang telah dibukukan ke dalam Cipta NUsantara Syariah 
Berimbang tersebut di atas sewaktu-waktu, serta menentukan besarnya Hasil Investasi yang akan dibagikan 
kepada Pemegang Unit Penyertaan.  

 
Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan Hasil Investasi, pembagian Hasil Investasi akan 
dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya 
proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. 
 
Pembagian Hasil Investasi dalam bentuk tunai tersebut di atas (jika ada), akan menyebabkan Nilai Aktiva 
Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi. Pembagian Hasil Investasi dalam bentuk tunai (jika ada) akan 
diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.  
 
Pembayaran pembagian Hasil Investasi dalam bentuk tunai (jika ada) akan dilakukan melalui 
pemindahbukuan/ transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit 
Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian Hasil 
Investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran 
pembagian Hasil Investasi tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan. 

 
Bagi Pemegang Unit Penyertaan yang turut serta dalam Investasi Gold, Hasil Investasi yang dibagikan dalam 
bentuk tunai (jika ada) yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan tersebut seluruhnya akan didistribusikan 
oleh Manajer Investasi kepada Nahdlatul Ulama. Pemegang Unit Penyertaan akan menyampaikan instruksi/ 
kuasa khusus terkait hal tersebut.  

  
Hasil Investasi yang dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang harus 
bersih dari unsur non halal sehingga Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang 
mengandung unsur non halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan 
kekayaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang. 
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BAB VII 

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK 
DALAM PORTOFOLIO Cipta NUsantara Syariah Berimbang 

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio Cipta NUsantara Syariah Berimbang yang digunakan 
oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa 
Dana Syariah, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:  

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi 
kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, 
dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi 
harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;  

b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:  

1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (over the counter);  

2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;  

3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;  

4) Instrumen Pasar Uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang 
Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;  

5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;  

6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan BAPEPAM dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; 
dan/atau  

7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal 
membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang 
ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.  

c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat 
itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan 
oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.  

d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam 
angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. 
IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh 
tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara 
konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:  

1) harga perdagangan sebelumnya;  

2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau  

3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.  

e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan 
pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek 
tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 
ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung 
jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan 
mempertimbangkan: 

1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;  

2) kecenderungan harga Efek tersebut;  

3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);  

4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;  

5) perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio), dibandingkan dengan rasio pendapatan 
harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);  

6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika 
berupa Efek bersifat utang); dan  

7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).  

f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak 
mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:  

1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau  

2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 



27 

 

(seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,  

Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan 
penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara 
konsisten.  

g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata 
uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan 
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.  

2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan 
oleh Manajer Investasi.  

3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari 
Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa 
memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau 
pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.  

LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan 
penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor 
V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 
tentang Lembaga Penilaian Harga Efek. 
 
Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 
tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan 
atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

 
BAB VIII 

PERPAJAKAN 

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana 
yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut: 
 

Uraian Perlakuan PPh DASAR HUKUM 

 
a. Pembagian Uang Tunai (dividen) 

 
b. Bunga Obligasi 

 
 
 

c. Capital Gain / Diskonto Obligasi 
 
 
 
d. Bunga Deposito dan Diskonto 

Sertifikat Bank Indonesia 
 
 
 
e. Capital Gain Saham di Bursa 
 
 
 
f. Commercial Paper dan Surat 

Utang lainnya 
 

 
PPh Tarif Umum 

 
 

PPh Final* 
 
 
 

PPh Final* 
 

 
PPh Final (20%) 

 
 

 
 
PPh Final (0,1%) 

 
 

PPh Tarif Umum 

 
Pasal 4 (1) huruf g UU PPh  
 
 
Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I 
angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013  
 
Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh jo. Pasal I 
angka 1 dan 2 PP No. 100 Tahun 2013 
 
 
Pasal 4 (2) huruf a UU PPh jis. Pasal 2 PP 
Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 
Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 
51/KMK.04/2001 
 
Pasal 4 (2) huruf c UU PPh jis. PP Nomor 41 
Tahun 1994 dan Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 
1997 

 
Pasal 4 (1) UU PPh. 

 

 
asilan 

(PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK 
adalah:  
 (i) 5% (lima persen) untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan 
 (ii) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.  
 
Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari 
Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian 
hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer 
Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas. 
 
Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi 
sebelum membeli Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang. 
 
Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang 
pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit 
Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon 
Pemegang Unit Penyertaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29 

 

 

BAB IX 
MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA 

9.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN Cipta NUsantara Syariah Berimbang 
Pemegang Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang dapat memperoleh manfaat investasi 
sebagai berikut: 

 Indikasi Imbal Hasil yang lebih menarik 
 
 Mempunyai kekuatan penawaran (bargaining power) dalam memperoleh tingkat hasil investasi yang 

lebih tinggi dan biaya investasi yang lebih rendah.  
 

 Investasi dapat dicairkan setiap hari 
 
 Pencairan investasi dapat dilakukan setiap hari berdasarkan NAB/Unit yang berlaku pada saat 

pencairan dimana hasilnya dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai awal investasi. 
 

 Pengelolaan secara professional 
 

 Kepatuhan akan Prinsip Syariah 
Dewan Pengawas Syariah akan melakukan pengawasan terhadap Cipta NUsantara Syariah Berimbang 
dan menjadi tempat konsultasi bagi Tim Pengelola Investasi Cipta NUsantara Syariah Berimbang atas 
aspek investasi sesuai prinsip-prinsip syariah. 

 
9.2 FAKTOR  FAKTOR RISIKO UTAMA 

Sedangkan risiko investasi dalam Cipta NUsantara Syariah Berimbang dapat disebabkan oleh beberapa 
faktor antara lain: 

a. Risiko Wanprestasi 
Resiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha Manajer Investasi termasuk tetapi tidak terbatas pada 
emiten, bank-bank, penerbit surat berharga dimana Cipta NUsantara Syariah Berimbang berinvestasi, 
perantara pedagang efek (pialang), bank kustodian, agen penjual efek reksa dana yang ditunjuk oleh 
Manajer Investasi (jika ada), tidak dapat, memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian 
(wanprestasi). 
 

b. Risiko Likuiditas 

 Kemampuan Manajer Investasi untuk membeli kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan 
tergantung pada likuidasi dari portofolio Cipta NUsantara Syariah Berimbang. Jika pada saat yang 
bersamaan, sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan melakukan Penjualan Kembali 
(redemption), maka dapat terjadi Manajer Investasi tidak memiliki cadangan dana kas yang cukup untuk 
membayar seketika Unit Penyertaan yang dijual kembali. Hai ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai 
Aktiva Bersih Cipta NUsantara Syariah Berimbang karena portofolio Reksa Dana tersebut harus segera 
dijual ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan guna memenuhi kebutuhan dana tunai 
dalam waktu cepat sehingga dapat mengakibatkan penurunan nilai efek pada portofolio. 

c.  Risiko Pembubaran dan Likuidasi 
Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih Cipta NUsantara Syariah Berimbang 
menjadi kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari 
Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Syariah serta pasal 28.1 butir (ii) 
dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif Cipta NUsantara Syariah Berimbang, Manajer Investasi akan 
melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang. 

d. Risiko Perubahan Politik, Ekonomi, dan Peraturan Perpajakan  
Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian, politik dan peraturan perpajakan di dalam 
maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang 
dapat pula berdampak pada kinerja bank dan penerbit surat berharga atau pihak dimana Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang melakukan investasi. Dan hal ini akan mempengaruhi kinerja portofolio 
investasi Cipta NUsantara Syariah Berimbang. 
  

e.  Risiko Transaksi Melalui Sistem Elektronik 
Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembukaan rekening, transaksi pembelian dan 
penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi melalui Sistem Elektronik maka 
Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan risiko-risiko di bawah ini: 
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(i)  Pembukaan rekening, transaksi pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta 
pengalihan investasi melalui Sistem Elektronik dilakukan melalui media dan/atau metode 
transmisi yang mungkin tidak aman karena terdapat kemungkinan penggunaan media dan/atau 
data yang tidak sah untuk tujuan selain pembukaan rekening, transaksi pembelian dan penjualan 
kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi oleh pihak yang tidak berhak; 

(ii)  Pembukaan rekening, transaksi pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta 
pengalihan investasi melalui Sistem Elektronik melibatkan pihak selain Manajer Investasi dan 
Bank Kustodian, antara lain pihak penyedia jaringan secara elektronik. Hal ini terkait dengan 
risiko wanprestasi yang dilakukan oleh pihak selain Manajer Investasi dan Bank Kustodian 
tersebut; 

(iii)  Kesalahan dan/atau gangguan pada system maupun metode transmisi juga merupakan salah 
satu risiko transaksi yang dilakukan melalui Sistem Elektronik. 

Terjadinya risiko-risiko di atas dapat mengakibatkan pembukaan rekening, transaksi pembelian dan 
penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan tidak 
dijalankan atau keliru dalam pelaksanaannya. Manajer Investasi akan menetapkan dan menjalankan 
prosedur penanganan transaksi melalui Sistem Elektronik yang keliru atau gagal. Namun risiko-risiko 
yang timbul dari penggunaan Sistem Elektronik yang tidak sah dalam melakukan pembukaan rekening, 
transaksi pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi akan 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.  
 

f. Risiko Nilai Tukar 
Dalam hal Cipta NUsantara Syariah Berimbang berinvestasi pada Efek dalam denominasi selain Rupiah, 
perubahan nilai tukar mata uang asing terhadap mata uang Rupiah yang merupakan denominasi mata 
uang dari Cipta NUsantara Syariah Berimbang dapat berpengaruh terhadap Nilai Aktiva Bersih (NAB) 
dari Cipta NUsantara Syariah Berimbang. 
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BAB X 
ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA 

Dalam pengelolaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan 
alokasinya adalah sebagai berikut : 

10.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN Cipta NUsantara Syariah Berimbang  

a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih 
Cipta NUsantara Syariah Berimbang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan 
dibayarkan setiap bulan. Sesuai dengan instruksi  Manajer Investasi, Bank Kustodian akan menyalurkan 
30% (tiga puluh persen) dari imbalan jasa Manajer Investasi kepada Nahdlatul Ulama sebagai sumbangan 
Manajer Investasi kepada Nahdlatul Ulama;  

b. Imbalan jasa Bank Kustodian yang diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih Cipta NUsantara 
Syariah Berimbang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap 
bulan; 

c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek; 

d. Biaya pencetakkan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang 
disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat yang lazim, 
kepada pemagang Unit Penyertaan setelah Cipta NUsantara Syariah Berimbang mendapat pernyataan yang 
efektif dari Otoritas Jasa Keuangan; 

e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi 
Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah Cipta NUsantara 
Syariah Berimbang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan; 

f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan 
setelah Cipta NUsantara Syariah Berimbang dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan; 

g. Biaya pencetakkan dan distribusi Laporan Bulanan setelah Cipta NUsantara Syariah Berimbang dinyatakan 
efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan; 

h. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan Cipta NUsantara Syariah 
Berimbang;  

i. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas; dan 

j. Biaya asuransi (jika ada). 

 

10.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI 

a. Biaya persiapan pembentukkan Cipta NUsantara Syariah Berimbang yaitu biaya pembuatan Kontrak 
Investasi Kolektif, Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan, serta Imbalan 
Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris; 

b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio Cipta NUsantara Syariah Berimbang yaitu biaya telepon, 
faksimili, fotokopi dan transportasi; 

c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakkan brosur, biaya promosi dan iklan dari Cipta NUsantara 
Syariah Berimbang; 

d. Biaya pencetakkan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening Cipta NUsantara Syariah Berimbang, 
Formulir  Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, 
Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan (Jika ada); 

e. Biaya pengumuman di surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional mengenai 
laporan penghimpunan dana kelolaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang paling lambat 90 (sembilan 
puluh) Hari Bursa setelah Pernyatan Pendaftaran Cipta NUsantara Syariah Berimbang menjadi efektif; dan 

f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) 
berkenaan dengan Pembubaran dan likuidasi Cipta NUsantara Syariah Berimbang serta harta 
kekayaannya. 

10.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 

a.  Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan 
pembelian Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut 
merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh 
Manajer Investasi (jika ada); 

b.  Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (redemption fee) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit 
Penyertaan melakukan penjualan kembali atas sebagian atau seluruh Unit Penyertaan Cipta NUsantara 
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Syariah Berimbang yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan 
pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer 
Investasi (jika ada); 

c. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh 
Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan 
pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang 
Unit Penyertaan; dan 

d. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada). 
 

Pemegang Unit Penyertaan tidak dikenakan biaya pengalihan investasi (switching fee). 

10.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi, Bank 
Kustodian dan/atau Reksa Dana Cipta NUsantara Syariah Berimbang sesuai dengan Pihak yang memperoleh 
manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud. 

10.5. ALOKASI BIAYA 

JENIS BIAYA BESAR BIAYA KETERANGAN 

 
Dibebankan kepada Cipta NUsantara 
Syariah Berimbang: 
 

a. Imbalan Jasa Manajer Investasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Imbalan jasa Bank Kustodian  
 

 
 
 
 

Maks. 3,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maks. 0,2% 

 
 
 
 
Per tahun dihitung secara harian 
dari Nilai Aktiva Bersih Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang 
berdasarkan 365 hari per tahun 
dibayar setiap bulan. Sesuai dengan 
Instruksi Manajer Investasi, Bank 
Kustodian akan menyalurkan 30% 
(tiga puluh persen) dari imbalan 
jasa Manajer Investasi kepada 
Nahdlatul Ulama sebagai 
sumbangan Manajer Investasi 
kepada Nahdlatul Ulama. 
 
Per tahun dihitung secara harian 
dari Nilai Aktiva Bersih Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang 
berdasarkan 365 hari per tahun 
dibayar setiap bulan 
 

Dibebankan kepada Pemegang Unit 
Penyertaan: 

a. Biaya Pembelian Unit Penyertaan 
(Subscription fee) 
 

b. Biaya Penjualan Kembali Unit 
Penyertaan (Redemption Fee) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Biaya pengalihan investasi (switching 
fee) 
 

d. Semua Biaya Bank 
 

 
 

Maks. 2% 
 
 

Maks. 1% 
 
 
 
 

Tidak ada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tidak ada 
 
 

Jika ada 
 

 
 
dari nilai transaksi pembelian Unit 
Penyertaan 
 
dari nilai transaksi penjualan kembali 
Unit Penyertaan untuk kepemilikan 
Unit Penyertaan  sampai dengan 6 
(enam) bulan 
 
untuk kepemilikan Unit Penyertaan di 
atas 6 (enam) bulan 
 
Biaya pembelian dan penjualan 
kembali Unit Penyertaan serta 
pengalihan investasi tersebut 
merupakan pendapatan bagi Manajer 
Investasi dan/atau Agen Penjual Efek 
Reksa Dana yang ditunjuk oleh 
Manajer Investasi (jika ada). 
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e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan 
Pemegang Unit Penyertaan dan 
biaya-biaya di atas (jika ada)  

Jika ada 

 
Biaya biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di 
bidang perpajakan. 
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BAB XI 

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN 

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif Cipta NUsantara Syariah 
Berimbang, setiap Pemegang Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang mempunyai hak-hak sebagai 
berikut : 

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang Yaitu Surat 
Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan 

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dapat 
dikirimkan oleh Bank Kutodian dalam bentuk dokumen fisik atau dalam bentuk dokumen elektronik setelah ada 
kesepakatan tertulis antara Bank Kustodian dan Manajer Investasi paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah: 

(i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang dari Pemegang Unit Penyertaan 
telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang 
ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan 
baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) sesuai ketentuan pemrosesan 
pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; 

(ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang dari Pemegang Unit 
Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau 
Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan 
pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan  

(iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam Cipta NUsantara Syariah Berimbang dari Pemegang Unit Penyertaan 
telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen 
Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan 
pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini 

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli 
dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada 
saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan. 

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan akan menjadi bukti kepemilikan Unit 
Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang. 

Dalam hal terdapat perbedaan jumlah Unit Penyertaan antara Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan 
Laporan Bulanan, maka bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah bukti kepemilikan Unit 
Penyertaan yang terakhir diterbitkan. 

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi 

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan 
Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini. 

 
3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan Cipta NUsantara Syariah Berimbang  

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan 
Cipta NUsantara Syariah Berimbang yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai 
dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus. 

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam Cipta NUsantara Syariah Berimbang  

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam 
Cipta NUsantara Syariah Berimbang ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fitur pengalihan investasi yang 
dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam 
Bab XV Prospektus. 

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang 

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian 
setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari Cipta NUsantara 
Syariah Berimbang yang dipublikasikan di harian tertentu. 
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6. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik 

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam 
pembaharuan Prospektus. 

7. Memperoleh Laporan Bulanan  

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan yang akan dikirimkan oleh Bank 
Kustodian dalam bentuk dokumen fisik, atau dalam bentuk dokumen elektronik setelah ada kesepakatan 
tertulis antara Bank Kustodian dan Manajer Investasi. 

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan 
Dalam Hal Cipta NUsantara Syariah Berimbang Dibubarkan Dan Dilikuidasi 

Dalam hal Cipta NUsantara Syariah Berimbang dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi 
secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang 
Unit Penyertaan. 

9. Memperoleh Laporan Terkait Investasi Endowment yang disampaikan kepada Pemegang Unit Penyertaan 

Pemegang Unit Penyertaan yang turut serta dalam Investasi Endowment akan memperoleh laporan terkait 
alokasi sumbangan Hasil Investasi setiap kali terdapat pembagian Hasil Investasi dalam bentuk tunai yang 
dilakukan oleh Manajer Investasi. Laporan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk dokumen fisik dan/atau 
dokumen elektronik, yang dapat dikirimkan oleh Bank Kustodian bersamaan dengan pengiriman Laporan 
Bulanan pada bulan yang bersangkutan ataupun menggunakan sarana lain yang disepakati Manajer Investasi 
dengan Bank Kustodian. 

Manajer Investasi bertanggungjawab atas laporan terkait Investasi Endowment yang disampaikan kepada 
Pemegang Unit Penyertaan. 
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BAB XII 
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI 

12.1 Hal-hal yang menyebabkan Cipta NUsantara Syariah Berimbang wajib dibubarkan Cipta NUsantara Syariah 
Berimbang wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: 

a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, Cipta NUsantara Syariah Berimbang yang 
Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 
10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 

b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal; 

c. total Nilai Aktiva Bersih Cipta NUsantara Syariah Berimbang kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh 
miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau 

d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Cipta NUsantara Syariah 
Berimbang. 

12.2 Proses pembubaran dan likuidasi Cipta NUsantara Syariah Berimbang  

Dalam hal Cipta NUsantara Syariah Berimbang wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud 
dalam butir 12.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:  

(i)  menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, 
likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Cipta NUsantara Syariah Berimbang kepada para Pemegang 
Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas;  

(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak 
Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional 
dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih 
awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari 
Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas; dan  

(iii) membubarkan Cipta NUsantara Syariah Berimbang dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) 
Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 12.1 huruf a di atas, 
dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Cipta NUsantara Syariah Berimbang kepada OJK paling 
lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak Cipta NUsantara Syariah Berimbang dibubarkan.  

Dalam hal Cipta NUsantara Syariah Berimbang wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud 
dalam butir 12.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:  

(i)  mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Cipta NUsantara 
Syariah Berimbang paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 
berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang 
sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai 
Aktiva Bersih Cipta NUsantara Syariah Berimbang;  

(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak 
Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional 
dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan 
paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran Cipta NUsantara Syariah 
Berimbang oleh OJK; dan  

(iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Cipta NUsantara 
Syariah Berimbang kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang oleh OJK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan 
Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Cipta NUsantara Syariah Berimbang dari Notaris.  

Dalam hal Cipta NUsantara Syariah Berimbang wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud 
dalam butir 12.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:  

(i)  menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir 
Cipta NUsantara Syariah Berimbang dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan 
rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Cipta NUsantara Syariah Berimbang 
paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, 
dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada butir 12.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis 
kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Cipta NUsantara Syariah 
Berimbang;  
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(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak 
Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional 
dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang 
Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan  

(iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Cipta NUsantara 
Syariah Berimbang kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan 
dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang dari Notaris.  

Dalam hal Cipta NUsantara Syariah Berimbang wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud 
dalam butir 12.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:  

(i)  menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya 
kesepakatan pembubaran Cipta NUsantara Syariah Berimbang oleh Manajer Investasi dan Bank 
Kustodian dengan melampirkan:  

a)  kesepakatan pembubaran dan likuidasi Cipta NUsantara Syariah Berimbang antara Manajer 
Investasi dan Bank Kustodian;  

b)  alasan pembubaran; dan  

c)  kondisi keuangan terakhir;  

dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil 
likuidasi Cipta NUsantara Syariah Berimbang kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang 
dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta 
memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva 
Bersih Cipta NUsantara Syariah Berimbang;  

(ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak 
Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional 
dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang 
Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan  

(iii) menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Cipta NUsantara 
Syariah Berimbang kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi 
pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Cipta NUsantara 
Syariah Berimbang dari Notaris. 

12.3 Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Cipta 
NUsantara Syariah Berimbang, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali 
(pelunasan). 

12.4 Pembagian Hasil Likuidasi 

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi Cipta NUsantara Syariah Berimbang harus 
dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing 
Pemegang Unit Penyertaan. 

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau 
terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang 
ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka : 

a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 
(tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta mengumumkannya dalam surat 
kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di 
Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit 
Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit 
Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun; 

b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro 
tersebut; 

c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana 
tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan 
pengembangan industri pasar modal. Dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu 
yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 10 (sepuluh) tahun.  

12.5 Dalam hal Cipta NUsantara Syariah Berimbang dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan 
likuidasi Cipta NUsantara Syariah Berimbang termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain 
kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang 
bersangkutan. 
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12.6. Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah 
satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana 
pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai 
dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi. 
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BAB XIII 
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 
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BAB XIV 

LAPORAN KEUANGAN AUDITED 
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